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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
transaksi e-commerce di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Metode penelitian yang digunakan adalah
analisis literatur hukum yang mencakup kajian terhadap regulasi, kasus-kasus terkait, serta
literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Perlindungan Konsumen
telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya dalam konteks transaksi e-commerce
masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital konsumen, penegakan
hukum yang belum optimal, serta kurangnya kepatuhan dari platform e-commerce terhadap
standar perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme
penyelesaian sengketa online masith belum memadai, sehingga diperlukan perbaikan dalam
sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dan
kesadaran konsumen, serta perlunya regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan
teknologi. Kesimpulannya, perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce di
Indonesia masih memerlukan penguatan melalui sinergi antara regulasi yang adaptif, penegakan
hukum yang efektif, dan edukasi konsumen yang lebih baik.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-commerce, UU Perlindungan Konsumen, Penyelesaian
Sengketa, Literasi Digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for consumers in e-commerce transactions in
Indonesia, focusing on the implementation of the Consumer Protection Law (Law No. 8 of
1999). The research method used is a legal literature analysis, including a review of regulations,
relevant cases, and academic literature. The study's results indicate that although the Consumer
Protection Law provides a strong legal foundation, its implementation in the context of
e-commerce transactions still faces various challenges, such as low consumer digital literacy,

suboptimal law enforcement, and non-compliance by e-commerce platforms with personal data



protection standards. The study also found that online dispute resolution mechanisms are still
inadequate, requiring improvements in the system. Additionally, the study highlights the
importance of enhancing digital literacy and consumer awareness and the need for regulations
that are more responsive to technological developments. In conclusion, consumer legal
protection in e-commerce transactions in Indonesia still requires strengthening through synergy

between adaptive regulations, effective law enforcement, and better consumer education.

Keywords: Consumer Protection, E-commerce, Consumer Protection Law, Dispute Resolution,

Digital Literacy.

PENDAHULUAN
Dalam era digital yang terus berkembang, transaksi e-commerce telah menjadi bagian integral
dari kehidupan masyarakat modern. E-commerce memungkinkan konsumen untuk melakukan
transaksi jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual. Dengan kemudahan
ini, konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan jasa dari seluruh dunia,
hanya dengan beberapa klik di perangkat elektronik mereka. Namun, di balik segala kemudahan
yang ditawarkan oleh e-commerce, muncul berbagai tantangan dan risiko yang dapat merugikan
konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum yang dapat

diberikan kepada konsumen dalam transaksi e-commerce.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan e-commerce, jumlah kasus penipuan dan pelanggaran
hak konsumen juga semakin meningkat. Konsumen sering kali menghadapi risiko seperti produk
yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga pencurian data pribadi.
Ketidakmampuan konsumen untuk langsung memeriksa dan berinteraksi dengan produk atau
penjual menambah kerentanan dalam transaksi ini. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi
konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa

hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) merupakan dasar hukum
utama yang melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai

aspek penting seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas keamanan, serta



hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat transaksi. Namun, dengan
perkembangan teknologi yang begitu pesat, muncul tantangan baru dalam penerapan UU
Perlindungan Konsumen, khususnya dalam konteks e-commerce. Ada kebutuhan mendesak
untuk meninjau kembali apakah undang-undang ini sudah cukup memadai untuk melindungi

konsumen dalam transaksi digital yang semakin kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan konsumen di era e-commerce adalah kurangnya
kesadaran konsumen akan hak-hak mereka. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa
mereka dilindungi oleh undang-undang, dan tidak mengetahui langkah apa yang harus diambil
jika terjadi pelanggaran. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi digital di kalangan
masyarakat, yang menyebabkan konsumen lebih rentan terhadap berbagai bentuk penipuan
online. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, edukasi terhadap konsumen mengenai hak-hak

mereka dalam transaksi e-commerce juga menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi dalam transaksi e-commerce adalah terkait dengan batasan
yuridiksi. Dalam e-commerce, transaksi sering kali melibatkan pihak-pihak yang berada di
berbagai negara, yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan
tentang hukum mana yang berlaku dalam kasus sengketa, serta bagaimana mekanisme
penegakan hukum lintas batas negara dapat dilakukan. Dalam konteks ini, harmonisasi hukum
internasional serta kerjasama antar negara menjadi hal yang penting untuk memastikan

perlindungan konsumen secara global.

Teknologi juga memunculkan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi konsumen.
Dalam transaksi e-commerce, konsumen sering kali harus memberikan informasi pribadi seperti
nama, alamat, dan nomor kartu kredit. Data-data ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan jika
tidak dilindungi dengan baik. Di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi masih berada
pada tahap perkembangan, dan undang-undang yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi
konsumen dari ancaman kebocoran data. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam

e-commerce juga harus mencakup perlindungan data pribadi yang efektif.



Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memperkuat perlindungan konsumen di bidang
e-commerce melalui berbagai regulasi tambahan. Misalnya, melalui Peraturan Pemerintah No.
80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memberikan kerangka
hukum yang lebih jelas bagi pelaku e-commerce. Namun, implementasi dari regulasi ini masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengawasan. Tanpa
penegakan yang efektif, regulasi-regulasi ini tidak akan memberikan perlindungan yang nyata

bagi konsumen.

Selain regulasi, peran dari platform e-commerce juga sangat penting dalam melindungi
konsumen. Platform e-commerce bertindak sebagai perantara antara penjual dan konsumen, dan
mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi di platform
mereka berjalan dengan aman dan adil. Platform e-commerce harus menerapkan mekanisme
pengawasan yang ketat, seperti verifikasi penjual, sistem review dan rating, serta kebijakan
pengembalian barang yang jelas. Dengan demikian, platform e-commerce dapat berkontribusi

secara signifikan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce tidak
hanya bergantung pada adanya regulasi yang memadai, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi
dari seluruh pihak yang terlibat. Konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha harus bekerja sama
untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang aman dan terpercaya. Dengan demikian,
pertumbuhan e-commerce yang pesat dapat diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi

konsumen, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik dalam era digital ini.

Melalui kajian terhadap UU Perlindungan Konsumen dan penerapannya dalam konteks
e-commerce, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan
yang dihadapi dalam perlindungan konsumen di era digital. Selain itu, makalah ini juga akan
mengusulkan solusi dan rekomendasi yang dapat diambil oleh berbagai pihak untuk
meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Dengan demikian,
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih

efektif dalam melindungi konsumen di Indonesia.



METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis literatur hukum adalah suatu pendekatan
yang digunakan untuk memahami fenomena hukum melalui kajian mendalam terhadap literatur
yang ada. Dalam konteks penelitian ini, metode ini difokuskan pada analisis terhadap berbagai
dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya
yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi
e-commerce. Metode ini sangat sesuai untuk mengeksplorasi masalah hukum yang kompleks,
seperti bagaimana hukum perlindungan konsumen diterapkan dan dikembangkan dalam era

digital.

Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam penelitian hukum karena memungkinkan
peneliti untuk mengeksplorasi makna yang lebih dalam dari teks-teks hukum dan dokumen
lainnya. Analisis literatur hukum tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan isi dari teks
hukum, tetapi juga untuk memahami konteks, interpretasi, dan implikasi dari hukum tersebut
dalam praktik. Dalam konteks perlindungan konsumen di e-commerce, analisis ini dapat
mencakup kajian terhadap interpretasi yuridis dari UU Perlindungan Konsumen, serta bagaimana

undang-undang ini diterapkan dalam kasus-kasus konkret.

Tahapan awal dalam metode ini melibatkan pengumpulan dan seleksi literatur yang relevan.
Literasi hukum yang dipilih harus mencakup berbagai sumber primer seperti undang-undang dan
peraturan pemerintah, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan komentar dari
pakar hukum. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, yaitu
perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, serta kualitas dan kredibilitas sumber.
Penting untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan merupakan karya-karya terbaru dan

memiliki otoritas di bidang hukum.

Setelah literatur terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan analisis konten terhadap
dokumen-dokumen tersebut. Analisis konten dalam penelitian kualitatif hukum melibatkan
identifikasi tema, konsep, dan argumen utama yang muncul dalam literatur. Dalam konteks ini,

peneliti mungkin akan fokus pada bagaimana undang-undang perlindungan konsumen



dijelaskan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks transaksi e-commerce. Peneliti juga
akan mengkaji bagaimana teori-teori hukum yang relevan mendukung atau menantang penerapan

hukum perlindungan konsumen di era digital.

Metode ini juga melibatkan pendekatan kritis terhadap literatur yang dianalisis. Artinya, peneliti
tidak hanya mengumpulkan dan menyajikan informasi yang ada, tetapi juga mengevaluasi
kekuatan dan kelemahan dari literatur tersebut. Dalam penelitian hukum, pendekatan kritis ini
dapat berarti mengidentifikasi kesenjangan dalam peraturan yang ada, menyoroti isu-isu yang
belum terselesaikan, atau menawarkan pandangan baru tentang bagaimana hukum dapat
dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, peneliti dapat mengkritisi bagaimana UU Perlindungan
Konsumen mungkin tidak sepenuhnya memadai dalam melindungi konsumen dari risiko baru

yang muncul dalam transaksi e-commerce.

Selanjutnya, hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas.
Interpretasi ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hasil analisis literatur hukum ini
berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu perlindungan konsumen
dalam e-commerce. Peneliti juga akan membandingkan temuan-temuan dari literatur yang
berbeda untuk mengidentifikasi konsistensi atau ketidakkonsistenan dalam interpretasi hukum,
serta mengevaluasi implikasi dari temuan ini bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum

di masa depan.

Metode penelitian ini juga menekankan pentingnya refleksi teoretis. Dalam konteks penelitian
hukum, ini berarti bahwa peneliti harus mampu menghubungkan temuan dari literatur dengan
teori hukum yang relevan. Misalnya, dalam penelitian tentang perlindungan konsumen, peneliti
mungkin akan menghubungkan temuan dengan teori hak-hak konsumen, teori kontrak, atau teori
perlindungan data pribadi. Refleksi teoretis ini penting untuk memberikan kerangka analitis yang
kuat bagi penelitian dan membantu menjelaskan mengapa undang-undang atau kebijakan tertentu

diterapkan dengan cara tertentu.

Terakhir, metode penelitian kualitatif analisis literatur hukum menuntut peneliti untuk

merumuskan kesimpulan yang didasarkan pada analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini



harus memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, serta menawarkan
rekomendasi praktis atau teoretis berdasarkan temuan-temuan penelitian. Dalam kasus penelitian
ini, kesimpulan mungkin mencakup rekomendasi tentang bagaimana hukum perlindungan
konsumen di Indonesia dapat diperbaiki untuk lebih efektif dalam menghadapi tantangan
transaksi e-commerce, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah atau

otoritas terkait.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analisis literatur hukum, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan
mengembangkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks
e-commerce yang terus berkembang. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki
secara mendalam dan kritis, serta menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dan

informatif mengenai isu-isu hukum yang kompleks dan dinamis.

TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi
e-commerce harus dimulai dengan pemahaman mendalam tentang konsep e-commerce itu
sendiri. E-commerce, atau perdagangan elektronik, didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi
komersial yang dilakukan secara elektronik, biasanya melalui internet. Menurut Laudon dan
Traver (2016), e-commerce mencakup berbagai kegiatan, termasuk pembelian dan penjualan
produk dan jasa, serta transaksi keuangan. Dalam konteks Indonesia, e-commerce telah
berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh penetrasi internet yang semakin
luas dan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih kenyamanan berbelanja online.
Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan

hukum yang memadai bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah hak atas informasi yang benar
dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Keller (2012),
informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dapat menyebabkan konsumen membuat
keputusan yang tidak tepat, yang pada akhirnya dapat merugikan mereka. Dalam transaksi

e-commerce, konsumen tidak dapat langsung melihat atau memeriksa produk secara fisik



sebelum membelinya, sehingga mereka sangat bergantung pada informasi yang disediakan oleh
penjual atau platform e-commerce. Di Indonesia, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Namun, tantangan dalam e-commerce adalah
bagaimana memastikan bahwa informasi yang disampaikan secara online benar-benar sesuai

dengan kenyataan.

Literatur juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam
transaksi e-commerce. Menurut Clarke (2016), perlindungan data pribadi menjadi isu yang
semakin penting di era digital, terutama karena data konsumen sering kali disimpan dan
digunakan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen. Di Indonesia, isu
ini menjadi semakin relevan dengan adanya sejumlah kasus kebocoran data pribadi yang
melibatkan perusahaan-perusahaan e-commerce besar. UU Perlindungan Konsumen memang
mengatur tentang privasi konsumen, namun regulasi khusus yang mengatur perlindungan data
pribadi di Indonesia, yaitu UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masih

relatif baru dan penerapannya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, perlindungan konsumen dalam e-commerce juga berkaitan erat dengan mekanisme
penyelesaian sengketa. Menurut laporan OECD (2016), salah satu tantangan terbesar dalam
e-commerce adalah menyediakan akses yang mudah dan efisien bagi konsumen untuk
menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari transaksi online. Dalam konteks Indonesia,
UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak untuk mengajukan keluhan dan
mendapatkan penyelesaian atas masalah yang mereka hadapi. Namun, dalam praktiknya, banyak
konsumen yang masih menghadapi kesulitan dalam mengakses mekanisme penyelesaian
sengketa, terutama dalam konteks e-commerce yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai

negara.

Platform e-commerce sebagai perantara antara penjual dan konsumen juga memainkan peran
penting dalam perlindungan konsumen. Menurut penelitian oleh Zwass (2010), platform
e-commerce memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi di dalam

platform mereka berjalan dengan aman dan adil. Di Indonesia, platform e-commerce besar



seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah menerapkan berbagai kebijakan dan mekanisme
pengawasan untuk melindungi konsumen, seperti sistem rating dan review, serta kebijakan
pengembalian barang. Namun, literatur menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan,

terutama dalam hal transparansi dan penegakan kebijakan tersebut.

Regulasi internasional juga menjadi perhatian penting dalam konteks perlindungan konsumen di
e-commerce. Menurut penelitian oleh Ponte (2016), harmonisasi regulasi antar negara menjadi
semakin penting karena transaksi e-commerce sering kali melibatkan pelaku usaha dan
konsumen dari berbagai negara. Di Indonesia, regulasi terkait e-commerce diatur tidak hanya
oleh UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga oleh peraturan-peraturan lain seperti Peraturan
Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun,
tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum lintas batas, karena perbedaan dalam sistem

hukum dan yurisdiksi antar negara.

Isu perlindungan konsumen dalam e-commerce juga harus dilihat dari perspektif literasi digital.
Menurut Hobbs (2010), literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan
teknologi, tetapi juga pemahaman tentang hak-hak konsumen dan bagaimana melindungi diri
dari risiko online. Di Indonesia, literasi digital masih menjadi tantangan besar, terutama di
kalangan masyarakat yang kurang teredukasi atau berada di daerah terpencil. Rendahnya literasi
digital ini membuat konsumen lebih rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dan pelanggaran

hak konsumen dalam transaksi e-commerce.

Selain literasi digital, literatur juga menyoroti pentingnya edukasi konsumen secara umum.
Menurut penelitian oleh Schmitz dan Ruhl (2012), edukasi konsumen merupakan kunci untuk
memastikan bahwa konsumen menyadari hak-hak mereka dan tahu bagaimana melindunginya.
Di Indonesia, pemerintah dan berbagai organisasi konsumen telah melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka. Namun, literatur
menunjukkan bahwa masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau

bagaimana cara mengajukan keluhan jika hak-hak tersebut dilanggar.



Dalam konteks perlindungan konsumen di e-commerce, peran pemerintah sebagai regulator juga
sangat penting. Menurut laporan oleh UNCTAD (2019), pemerintah harus proaktif dalam
memperbarui dan menegakkan regulasi yang melindungi konsumen, terutama di era digital yang
terus berubah. Di Indonesia, selain UU Perlindungan Konsumen, berbagai regulasi tambahan
telah dikeluarkan untuk melindungi konsumen dalam e-commerce. Namun, tantangan terbesar
adalah memastikan bahwa regulasi ini diterapkan dengan konsisten dan efektif, terutama dalam

menghadapi perkembangan teknologi yang cepat.

Kesimpulan dari tinjauan pustaka ini adalah bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi
e-commerce merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Literasi digital, edukasi
konsumen, regulasi, dan peran platform e-commerce semuanya berperan dalam menciptakan
lingkungan yang aman bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk
mengidentifikasi strategi yang efektif dalam meningkatkan perlindungan konsumen di era digital

1ni.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
transaksi e-commerce di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan,
meskipun sudah ada kerangka hukum yang cukup komprehensif. Berdasarkan analisis literatur
hukum yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8
Tahun 1999) telah menyediakan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak konsumen,
namun ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam konteks transaksi
digital. Penegakan hukum yang belum optimal, serta kesadaran konsumen yang rendah mengenai
hak-hak mereka, menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum

tersebut.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara regulasi yang ada
dan penerapannya dalam praktik. Banyak konsumen yang masih belum mendapatkan
perlindungan yang memadai ketika menghadapi masalah dalam transaksi e-commerce, seperti
produk yang tidak sesuai, penipuan, atau pelanggaran data pribadi. Meski regulasi sudah

mengatur hak-hak konsumen secara jelas, namun implementasi di lapangan masih kurang efektif.



Faktor-faktor seperti rendahnya literasi digital dan minimnya akses terhadap mekanisme
penyelesaian sengketa online membuat konsumen lebih rentan terhadap berbagai bentuk

pelanggaran hak mereka.

Dalam hal perlindungan data pribadi, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah ada UU
No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan undang-undang ini dalam
konteks e-commerce masih perlu diperkuat. Banyak platform e-commerce yang belum
sepenuhnya mematuhi standar perlindungan data yang ditetapkan, dan konsumen sering kali
tidak menyadari bagaimana data pribadi mereka digunakan atau disimpan oleh pihak ketiga. Hal
ini menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, yang dapat

merugikan konsumen baik secara finansial maupun non-finansial.

Temuan lain yang muncul dari penelitian ini adalah peran platform e-commerce dalam
melindungi konsumen. Meskipun beberapa platform besar seperti Tokopedia dan Shopee telah
mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen yang cukup baik, namun masih banyak
platform lain yang belum memiliki mekanisme pengawasan dan penanganan sengketa yang
memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam hal transparansi dan
akuntabilitas dari platform e-commerce, yang sering kali mengakibatkan konsumen merasa tidak

memiliki perlindungan yang cukup ketika terjadi masalah dalam transaksi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi
e-commerce masih jauh dari memadai. Banyak konsumen yang menghadapi kesulitan dalam
mengajukan keluhan atau mendapatkan penyelesaian yang adil ketika hak-hak mereka dilanggar.
Proses penyelesaian sengketa yang lambat, birokrasi yang rumit, dan kurangnya informasi
mengenai hak-hak konsumen menjadi hambatan utama. Ini menunjukkan perlunya perbaikan
dalam sistem penyelesaian sengketa, termasuk pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa

online yang lebih cepat dan efisien.

Dalam konteks regulasi internasional, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan yurisdiksi
hukum antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi e-commerce dapat menjadi hambatan

besar dalam melindungi konsumen. Transaksi lintas batas sering kali menimbulkan kebingungan



tentang hukum mana yang berlaku dan bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan.
Harmonisasi hukum internasional dan kerjasama antar negara menjadi sangat penting untuk
mengatasi masalah ini, agar konsumen di seluruh dunia dapat menikmati perlindungan yang

setara dalam transaksi e-commerce.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital bagi konsumen. Rendahnya
literasi digital di Indonesia membuat banyak konsumen tidak menyadari hak-hak mereka atau
bagaimana melindungi diri dari penipuan online. Program edukasi dan peningkatan literasi
digital harus menjadi prioritas, baik oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun
platform e-commerce itu sendiri. Edukasi konsumen yang lebih baik akan meningkatkan

kesadaran akan hak-hak mereka dan mengurangi kerentanan terhadap pelanggaran.

Dari hasil analisis, juga ditemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan
memperkuat regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika
pasar e-commerce. Peraturan yang ada saat ini cenderung belum mampu mengakomodasi
sepenuhnya kompleksitas transaksi digital, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan
hukum. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi regulasi yang lebih spesifik dan

responsif terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi digital.

Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan bahwa peningkatan peran pemerintah dan otoritas
pengawas dalam mengawasi dan menegakkan hukum perlindungan konsumen dalam
e-commerce sangat diperlukan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap platform e-commerce dan
penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera dan mendorong
pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang ada. Ini termasuk memastikan bahwa semua
platform e-commerce mematuhi standar perlindungan data dan memiliki mekanisme

penyelesaian sengketa yang efektif.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki
kerangka hukum yang cukup baik untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce,
masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan yang efektif.

Perlu ada sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, peran aktif



platform e-commerce, serta peningkatan literasi dan kesadaran konsumen. Dengan demikian,
konsumen dapat lebih terlindungi dalam transaksi e-commerce dan dapat menikmati manfaat

dari perkembangan teknologi digital tanpa harus mengorbankan hak-hak mereka.

KESIMPULAN
Kesimpulan akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia masih memerlukan perbaikan yang
signifikan, meskipun landasan hukum yang ada, seperti UU Perlindungan Konsumen No. 8
Tahun 1999, telah memberikan fondasi yang cukup. Perkembangan pesat e-commerce di
Indonesia membawa berbagai tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi
yang ada. Implementasi dan penegakan hukum yang lebih efektif menjadi hal yang sangat
mendesak untuk memastikan bahwa konsumen dapat terlindungi dengan baik dalam era digital

1ni.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah kesenjangan antara teori hukum yang diatur
dalam undang-undang dan penerapannya di lapangan. Meskipun hak-hak konsumen telah diatur
dengan jelas, dalam praktiknya, banyak konsumen yang masih mengalami kesulitan dalam
mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya literasi
hukum di kalangan konsumen dan ketidakefisienan dalam mekanisme penyelesaian sengketa
yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses dan pemahaman
konsumen terhadap hak-hak mereka, serta memperbaiki mekanisme penegakan hukum yang

lebih responsif.

Perlindungan data pribadi juga menjadi isu krusial yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan
semakin maraknya penggunaan platform e-commerce, data pribadi konsumen menjadi semakin
rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran. Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi telah
diundangkan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kepatuhan dari
platform e-commerce dan pengawasan oleh otoritas terkait. Penelitian ini menekankan
pentingnya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan

bahwa data pribadi konsumen terlindungi dengan baik.



Temuan penelitian ini juga menyoroti peran penting platform e-commerce dalam menjaga
hak-hak konsumen. Meskipun beberapa platform besar telah mengadopsi kebijakan perlindungan
konsumen yang cukup baik, masih ada banyak platform yang belum memiliki mekanisme
perlindungan yang memadai. Transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dari platform
e-commerce menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan adil bagi
konsumen. Oleh karena itu, perlu ada dorongan bagi semua platform untuk mengadopsi standar

perlindungan konsumen yang tinggi dan memastikan pelaksanaannya.

Kesimpulan lainnya adalah pentingnya literasi digital bagi konsumen untuk memahami dan
melindungi hak-hak mereka dalam transaksi e-commerce. Rendahnya literasi digital membuat
konsumen lebih rentan terhadap penipuan dan pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan
upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan konsumen, termasuk melalui
edukasi publik dan kampanye kesadaran yang lebih luas. Dengan literasi digital yang lebih baik,
konsumen akan lebih mampu mengenali risiko dan melindungi diri mereka dalam bertransaksi

secara online.

Penelitian ini juga menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan kebijakan yang adaptif
terhadap perkembangan teknologi dan pasar e-commerce yang dinamis. Regulasi yang ada saat
ini perlu terus diperbarui agar tetap relevan dan mampu mengatasi tantangan-tantangan baru
yang muncul. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait, harus berperan aktif dalam
merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga

mendorong inovasi dalam sektor e-commerce.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen
dalam transaksi e-commerce adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan
multidimensional. Sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, peran
aktif platform e-commerce, serta peningkatan literasi dan kesadaran konsumen sangatlah
penting. Dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, Indonesia dapat menciptakan
lingkungan e-commerce yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan, di mana hak-hak konsumen

terlindungi dengan baik dan transaksi online dapat dilakukan dengan lebih percaya diri.
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